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ABSTRAK

Anak merupakan bagian dari salah satu pihak rentan yang wajib
dilindungi oleh setiap Negara. Indonesia Sebagai konsekuensi negara yang
menjujung tinggi Hak Asasi Manusia, maka perlindungan terhadap anak
merupakan hal yang harus dan wajib untuk dilakukan. Sebagai aset penerus
bangsa, Negara harus memberikan perlindungan bagi setiap anak dari tindakan
sewenang-wenang dan perlakuan tidak manusiawi dari pihak siapapun atau
pihak manapun. Namun, melihat realitas yang ada justru Indonesia merupakan
negara yang memiliki intensitas kekerasan terhadap anak yang cukup tinggi.
Kasus pedofilia adalah salah satu kasus kekerasan seksual terhadap anak yang
paling sering terjadi dan sudah sangat meresahkan bangsa dan negara kita
sekarang ini. Yogyakarta merupakan salah satu daerah di indonesia yang
mengalami peningkatan setiap tahunnya dalam skala data kasus Pedofilia.
kasus Pedofilia sendiri dapat menimbulkan korban mengalami gangguan fisik
maupun psikis yang mengakibatkan terjadinya tindakan amoral lainnya
sehingga menimbulkan korban baru untuk menjadi pelaku selanjutnya. Hal
yang mempengarui intensitas kasus Pedofilia di Yogyakarta salah satunya
adalah penanganan hukum yang seringkali kurang maksimal. Proses
penyidikan adalah kegiatan penanganan hukum yang paling pertama dilakukan
untuk menentukan arah kasus perkara Pedofilia. Oleh karena itu,dalam
penelitian ini muncul rumusan masalah seperti bagaimana proses penyidikan
dan penyelidikan kasus pedopilia di Yogyakarta dan Apakah faktor
penghambat proses penyidikan dan penyelidikan kasus pedofilia di
POLRESTA Yogyakarta

Untuk menjawab permasalahan tersebut penelitian ini menggunakan
pendekatan yuridis empiris yaitu dengan metode pengumpulan data studi
lapangan (field Research) seperti pengumpulan data-data langsung dari
lapangan baik dalam bentuk interview, observasi atau dengan langkah
dokumentasi. Kemudian data-data tersebut akan dikombinasikan dengan teori-
teori maupun peraturan perundang-udangan yang ada dari referensi buku,
literatur hukum, serta karya-karya ilmiah lainnya.

Dari penelitian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa proses
penyidikan dan penyelidikan kasus pedofilia di yogyakarta telah sesuai dengan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Proses
tersebut dimulai dari menerima laporan dari masyarakat tentang adanya tindak
pidana, lalu melakukan tindakan pertama saat pertama kejadian. Kemudian
menyuruh berhenti seorang tersangka, melakukan penangkapan, pemeriksaan
dan mengambil sidik jari. Setelah itu melakukan pemanggilan saksi termasuk
saksi ahli dan melakukan tindakan penghentian penyidikan serta mengadakan
tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Proses penyidikan dan
penyelidikan kasus pedopilia ini dilakukan tidak dengan tanpa kendala, namun
hal yang sering menjadi faktor penghambatan proses tersebut sering kali
terkendala dengan biaya administrasi yang begitu mahal.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang mana mereka
perlu dilindungi harkat dan martabatnya serta dijamin hak-haknya untuk
tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya. Anak sebagai generasi
penerus bangsa, selayaknya mendapatkan hak-hak dan kebutuhan-kebutuhan
secara memadai. Sebaliknya, mereka bukanlah objek (sasaran) tindakan
kesewenang-wenangan dan perlakuan yang tidak manusiawi dari
siapapun atau pihak manapun. Anak yang dinilai rentan terhadap tindakan
kekerasan dan penganiayaan, seharusnya dirawat, diasuh, dididik dengan
sebaik-baiknya agar mereka tumbuh dan berkembang secara sehat dan
wajar. Hal ini tentu saja perlu dilakukan agar kelak di kemudian hari tidak

terjadi generasi yang hilang (lost generation).

Perlindungan terhadap anak di suatu masyarakat bangsa, merupakan
tolak ukur suatu bangsa tersebut karenanya wajib di usahakan sesuai dengan
kemampuan nusa dan bangsa. upaya —upaya perlindungan anak harus dimulai
sedini mungkin, agar kelak dapat berpartisipasi secara optimal bagi
pembangunan bangsa dan Negara.? semua itu merupakan tugas dari setiap
keluarga untuk menjaga anaknya dari bahaya kejahatan,dan juga tugas

Negara untuk melindungi hak-hak anak tersebut.

! Abu Huraerah, Kekerasan Terhadap Anak, (Bandung: Nusantara,2006), him.18.

2 pasal 1 butir 2 Undang -Undang No. 23 Tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak.



Perhatian terhadap permasalahan perlindungan anak sebagai objek
kejahatan telah dibahas dalam beberapa pertemuan berskala internasional
yang antara lain Deklarasi Jenewa tentang Hak-hak Anak tahun 1924 yang
diakui dalam Universal Declaration of Human Rights tahun 1948 Kemudian
pada tanggal 20 November 1958, Majelis Umum PBB mengesahkan

Declaration of the Rights of the Child (Deklarasi Hak-Hak Anak).?

Banyaknya instrumen dan rekomendasi dari pertemuan tersebut
nampaknya belum memperlihatkan hasil yang signifikan dalam memberikan
perlindungan terhadap anak. Padahal sebagaimana diutarakan dalam
Deklarasi Hak-Hak Anak, "....the child, by reasons of his physical and
mental immaturity, needs special safeguards and care, including appropriate
legal protection, before as well as after birth..." Deklarasi Wina tahun 1993
yang dihasilkan oleh Konferensi Dunia tentang Hak-Hak Asasi Manusia
(HAM), kembali mengemukakan prinsip "First Call for Children," yang
menekankan pentingnya upaya-upaya Nasional dan Internasional untuk
memajukan hal-hak anak atas "survival protection, development and

participation.”®

Instrumen-instrumen di atas telah menetapkan seperangkat hak anak
dan kewajiban negara-negara yang menandatangani dan meratifikasinya

untuk melindungi anak dalam hal pekerja anak, pengangkatan anak, konflik

® Muladi, Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Hukum Pidana,(Bandung,: Alumni1992),
him. 108.

* Hartuti Hartikusnowo, Tantangan dan Agenda Hak Anak, www.portalhukum.com him.
1 diakses 1 April jam 09.30 wib.



http://www.portalhukum.com/

bersenjata, peradilan anak, pengungsi anak, eksploitasi, kesehatan,
pendidikan keluarga, hak-hak sipil, dan hak-hak ekonomi, sosial dan
ekonomi, sosial dan budaya yang bertujuan untuk memberikan perlindungan

terhadap anak yang rentan menjadi korban yang banyak.

Pedofilia adalah manusia dewasa yang memiliki perilaku seksual
menyimpang dengan anak-anak. Kata itu berasal dari bahasa Yunani, paedo

(anak) dan philia (cinta).

Pedofilia sebagai gangguan atau kelainan jiwa pada seseorang untuk
bertindak dengan menjadikan anak-anak sebagai instrumen atau sasaran dari
tindakan itu. umumnya bentuk tindakan itu berupa pelampiasan nafsu seksual.
Tindak pelecehan seksual ini sangat meresahkan karena yang menjadi korban
adalah anak-anak. Pelecehan seksual ini menimbulkan trauma psikis yang
tidak bisa disembuhkan dalam waktu singkat. Dampak tindak kekerasan
seksual itu memang berbeda-beda tergantung dari bagaimana perlakuan

pelaku terhadap korban.

Kriminolog Adrianus Meliala, membagi pedofilia dalam dua jenis
yaitu: pedofilia hormonal, yaitu merupakan kelainan biologis dan bawaan
seseorang sejak lahir. pedofilia habitual, yaitu kelainan seksual yang

terbentuk dari kondisi sosial penderitanya.®

® Evy Rachmawati, Sisi Kelam Pariwisata di Pulau Dewata, www.kompas.com diakses
pada tanggal 24 Agustus 2012.

® Febrina,Pembunuhan Penderita Phedofilia, www.orienta.co.id. diakses pada 20 agustus
2014.
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Di Indonesia kekerasan terhadap anak menunjukan intensitas yang
terus meningkat. Diperkirakan, setiap satu hingga dua menit terjadi tindak
kekerasan pada anak dan setiap tahun tercatat 788.000 kasus. Catatan
Komnas Anak pada tahun 2013 mencapai 736 kasus, meliputi 44,43 persen
kekerasan seksual, 31,66 persen kekerasan fisik, dan 23,91persen kekerasan
psikis serta penelantaran. Sementara tahun 2014 sampai dengan pertengahan
tahun 2014 sudah tercatat 426 kasus, meliputi 52 persen kekerasan seksual,

28,5 persen kekerasan fisik, dan sisanya kekerasan psikis dan penelantaran.’

Kekerasan seksual terhadap anak terus meningkat setiap tahunnya,
belum lagi belakangan gempar oleh sejumlah kasus pedofilia yang baru saja
terkuak. Mulai dari disodominya siswa siswi TK Jakarta Internasional School
(JIS) oleh petugas kebersihan, hingga terbongkarnya fakta bahwa di sekolah
itu pernah mengajar seorang kriminal burunan FBI, Wiliam James Vahey.
Disusul kemudian dengan kasus pemuda asal Sukabumi, Andri Sobari alias
Emon, yang telah melakukan sodomi lebih dari 100 anak usia 4 tahun sampai

14 tahun di toilet pemandian umum di desanya.

Sedangkan di daerah kota Yogyakarta kasus pedofilia setiap tahunnya

bertambah berdasarkan tabel dibawah ini:

" Seto Mulyadi, Nasib Anak-Anak Di Indonesia Kini, Kompas, Sabtu, 22 Juli 2014



No Tahun Jumlah Kasus
1 2010 5 kasus
2 2011 6 kasus
3 2012 7 kasus
4 2013 8 kasus
5 2014 9 kasus

Tabel.1 Jumlah Kasus Pedofilia di Polresta Yogyakarta

Kasus pedofilia yang tidak dilaporkan ke polisi sudah pasti lebih
banyak lagi, mengingat kultur masyarakat Indonesia yang cendrung
menganggap tabu kasus-kasus yang berhubungan dengan dengan seks.
Ditambah lagi fakta bahwa pelaku pedofilia mayoritas adalah yang dikenal
dengan baik oleh anak, dalam hal ini bisa jadi anggota keluarga itu sendiri.
hal itu membuat makin banyak kasus pedofilia yang tidak berani dilaporkan,

karena khawatir membuat nama baik keluarga cemar dan sejenisnya.

Anak korban kekerasan banyak menjadi pribadi yang bermasalah
dikemudian hari. Mereka tergelincir dalam berbagai perilaku menyimpang,
seperti tawuran, bunuh diri, atau lari ke penggunaan obat-obatan terlarang.
Akhirnya banyak di antara anak-anak yang terseret ke depan pengadilan

sebagai anak-anak yang berkonflik dengan hukum.



Melihat kenyataan inilah fungsi aparat kepolisian yang berwenang
dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan dituntut untuk menjalankan
tugas dan kewajibannya seperti yang telah ditentukan di dalam Undang-

Undang No.2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Dalam menjalankan tugasnya sebagai gerbang pertama proses
peradilan pidana penyidik polisi mengemban tugas yang tidak mudah dan
harus bersungguh-sungguh setiap menangani kasus pedofilia. Ketentuan
seputar hukum acara bagi pengadilan anak bersifat lex spesialis. Dengan
demikian juga kiranya, penyidikan dilakukan oleh penyidik anak. Begitu
bunyi pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 bahwa Tugas
penyidik anak adalah melakukan penyidikan terhadap anak yang berhadap
dengan hukum. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal
dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta
mengumpulkan bukti dengan bukti itu,membuat terang tentang pidana yang

terjadi guna menemukan tersangka.®

Berdasarkan Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem

Peradilan Pidana Anak bahwa syarat-syarat untuk menjadi penyidik adalah:

a. Telah berpengalaman sebagai penyidik tindak pidana yang dilakukan

oleh orang dewasa.
b. Mempunyai minat, perhatian dedikasi.

¢c. Memahami masalah.

& Undang-Undang Nomor Tahun 1981 Pasal 1 ayat (2) Tentang Hukum Acara Pidana.



Jelas kualifikasi penyidikan anak tidak ringan, bagi polisi wanita yang
sudah berpengalaman sangat tepat menjadi penyidik anak. Biasanya sifat
kodrat keibuan yang luwes,perhatian,dan dapat menyelami jiwa.
permasalahan yang terjadi ketika ingin melakukan penyidikan pedofilia
membutuhkan waktu yang panjang. Selain itu juga penyidik tidak diakomodir
Negara dalam melakukan tugasnya terutama dalam administrasi. Ketika ingin
melakukan proses penyidikan pedofilia tersangka dan korban haru dibawa ke
psikiater untuk diperiksa. Dalam melakukan pemeriksaan ke psikiater
penyidik harus membayar 200.000 ribu sekali periksa padahal didalam
undang-undang perlindungan anak No 11 tahun 2012 Tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak, didalam Pasal 27 disebutkan bahwa:

a) Dalam melakukan penyidikan terhadap anak, penyidik wajib meminta
pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan setelah tindak
pidana dilaporkan atau diadukan.

b) Dalam dianggap perlu penyidik dapat meminta pertimbangan atau saran
dari ahli pendidikan, psikolog, tokoh agama, pekerja sosial professional,
atau kesejahteraan sosial dan tenaga ahli lainnya.

c) Dalam hal melakukan pemeriksaan terhadap anak dan anak saksi,
penyidik wajib meminta laporan sosial dari pekerja professional atau
tenaga kesejahteraan sosial setelah tindak pidana dilaporkan atau

diadukan.

Dampaknya akan berhimbas terhadap anak korban, psiskis korban

akan terganggu dan sulit kembali pada keadaan normal. Serta apabila



didalam pembuktian maka tersangka akan diberi hukuman yang ringan
dikarenakan tidak terbukti sebagai pedofilia. Tentu saja akan merugikan para
pihak korban yang merasa dirugikan karena tidak adil dan tidak sesuai dengan

perbuatan yang dilakukan oleh tersangka.

Berkaitan dengan uraian diatas maka penyusun tertarik untuk
menguraikan lebih jauh mengenai proses penyelidikan dan penyidikan kasus
Pedofilia di Yogayakarta sehingga dalam penelitian ini penyusun mengambil
judul “STUDI TENTANG PROSES PENYIDIKAN KASUS PEDOFILIA

DI POLRESTA YOGYAKARTA”
Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka beberapa permasalahan dalam

penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah proses penyelidikan dan penyidikan kasus pedofilia di Polresta
Yogyakarta sudah sesuai dengan Undang —Undang No 8 Tahun 19817?
2. Apa saja faktor penghambat proses penyelidikan dan penyidikan kasus

pedofilia di Polresta Yogyakarta?



C. Tujuan Penelitian
1. Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:

a. Untuk mendiskripsikan proses penyelidikan dan penyidikan
pedofilia di Polresta Yogyakarta yang sesuai dengan Undang-
Undang No. 8 Tahun 1948 tentang Hukum Acara Pidana.

b. Untuk mendiskripsikan faktor penghambat yang dihadapi oleh
penyidik dalam menangani kasus pedofilia di Yogyakarta.

2. Kegunaan Penelitian
Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:
a. Kegunaan Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih
terhadap ilmu hukum khususnya hukum beracara terhadap proses
penyidikan dan penyelidikan yang sesuai dengan KUHAP.

b. Kegunaan Praktis

Diharapkan memberikan manfaat terhadap masyarakat dan
aparat penegak hukum mengenai proses beracara yang baik sesuai
ketentuan yang berlaku.

D. Telaah Pustaka

Sangat menarik apabila berbicara mengenai kelainan seksual, karena
kelainan seksual juga termasuk mengenai kesusilaan. Salah satu kelainan
seksual yang dibahas dalam penelitian ini mengenai pedofilia. disamping
perbuatan mengenai pedofilia penyusun juga ingin mencari proses

penyelidikan dan penyidikan pedofilia sudah sesuai dengan ketentuan yang
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ada. untuk membantu memecahkan masalah diatas, maka penyusun ingin
mencari refrensi literatur terdahulu mengenai pedofilia. Serta untuk
membandingkan keaslian penyusun dengan yang lain, Referensi tersebut

antara lain:

Skripsi yang ditulis oleh Hermin Mubasiroh yang membahas tema
pedofilia dengan judul Pedofilia Domestic Studi Perbandingan Hukum
Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif. dalam skripsi tersebut, Hermin lebih
berkonstrasi dalam tindakan pedofilia yang dilakukan oleh keluarga, kerabat
dan orang- orang terdekat. Sehingga skripsi tersebut lebih fokus
pembahasannya pada masalah pedofilia domestic.serta pendekatan yang
dilakukan dalam penelitian ini membandingkan dengan hukum islam.karena
permasalahan dalam penelitian ini seks yang dilakukan dengan kerabat dekat
sehingga menggunakan hukum islam®. Sedangkan skripsi penyusun
memaparkan mengenai proses penyidikan dan penyelidikan pedofilia di
Polresta Yogyakarta, Serta pendekatan yang dilakukan penyusun

menggunakan hukum positif.

Vani dalam skripsinya Tinjauan Tentang Pelaksanaan Perlindungan
Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Pencabulan Menurut Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Di

Pengadilan Anak Negeri Surakarta) membahas mengenai perlindungan

® Mubasiroh Hermin, Pedofilia Domestik Studi Perbandingan Hukum Pidana Islam dan
Hukum Pidana Positif (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2005).
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hukum terhadap pencabulan anak sesuai dengan Undang-Undang

Perlindungan Anak.™

Marzuki dalam Buku Seks Dan Kita, menjelaskan bahwa pedofilia
terjadi karena pelaku mempunyai suatu kelainan seksual dimana seseorang itu

selalu mempunyai kecendrungan seksual pada anak-anak.**

Siti Sofiyah dalam skripsinya yang berjudul Tindak Pidana Pedofilia
Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif, memaparkan mengenai hukuman
bagi pelaku pedofilia ditinjau dari hukum islamnya.serta membandingkan
sanksi bagi pelaku pedofilia dengan hukum positif.> Sedangkan dalam
skripsi penyusun membahas mengenai proses penyelidikan dan penyidikan
kejahatan pedofilia. Penyusun hanya membuat proses penyidik dan faktor
penghambat proses beracara ,tidak membandingkan anatara hukum islam dan

positif.

Skripsi Desi Anggraini yang berjudul “Pelecehan Seksual terhadap
Anak di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”

Dalam hal ini, memfokuskan pada bagaimana tinjauan hukum islam dan

1% Vani, Tinjauan Tentang Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban
Kekerasan Pencabulan Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan
Anak Studi Kasus Di Pengadilan Anak Negeri Surakarta(Fakutas Syariah dan Hukum Universitas
Islam Indonesia, Yogyakarta,2008).

" Marzuki Umar Sa’ban, Seks dan Kita, (Jakarta:Gema Insani Press,1997), him.154.

12 Siti Sofiyah “Tindak Pidana Pedofilia Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif”,
Yogyakarata: UIN Sunan Kalijaga, 2005.
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hukum positif ternadap pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur

persepektif hukum islam dan hukum positif.**

Skripsi  Nurliza Neci Putri yang berjudul “Penyelidikan dan
Penyidikan Tindak Pidana Anak Dalam Kasus Narkotika Psikotropika Studi
di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam hal ini, memfokuskan
mengenai proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana tentang

narkotika dan psikotropika yang dilakukan oleh anak.'*

Sejauh peneliti yang diketahui, penelitian tentang ini belum ada
dilakukan oleh peneliti lain, karena peneliti lain hanya membahas proes

penyelidikan ditinjau dari hukum islam.

E. Kerangka Teoritik
1 Pengertian Penyelidikan dan penyidikan
a. Penyelidikan

Penyelidikan adalah serangkain tindakan penyelidik untuk mencari
dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna
menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang
diatur dalam Undang-Undang.(Pasal 1 butir 5). Dari penjelasan diatas

penyelidikan merupakan tindakan tahap pertama permulaan penyidikan.

3 Desi Anggraeni,”Perlindungan Hukum Terhadap Anak DI bawah Umur Dalam
Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif.” Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas
Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2009.

Y Nurliza Neci Putri “penyelidikan dan penyidikan Tindak Pidana Dalam Kasus

Narkotika Dan Psikotropika (Studi Di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta.” Skripsi Fakultas
Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2013.
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Akan tetapi, perlu diingat penyelidikan bukan tindakan yang dapat berdiri
sendiri terpisah dari fungsi penyidikan. Penyelidikan merupaka bagian
yang tak terpisah dari fungsi penyidikan. Penyelidikan merupakan salah
satu cara atau metode atau sub daripada fungsi penyidikan yang mendahuli
tindakan lain, yaitu penindakan yang berupa penangkapan, penahanan,
penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat pemanggilan,tindakan

pemeriksaan,dan penyerahan berkas kepada penuntut umum.*®

Sebelum dilakukannya penyidikan, terlebih dahulu dilakukan
penyelidikan oleh pejabat penyidik, dengan maksud dan tujuan
mengumpulkan bukti permulaan atau bukti yang cukup agar dapat
dilakukan tindak lanjut penyidikan. dengan kata lain, penyelidikan dapat
disamakan dengan pengertian tindakan pengusutan sebagai usaha mencari
dam menemukan jejak berupa keterangan dan bukti-bukti sesuai peristiwa

yang diduga merupakan tindakan pidana.
Adapun fungsi dan wewenang dari penyelidik adalah:®
a. Menerima Laporan atau Pengaduan

Bertitik tolak dari fungsi, apabila penyelidik menerima “laporan”
yang disampakan oleh seseorang, penyelidik mempunyai hak dan
kewajiban untuk menindaklanjuti. Bisa tentang telah atau sedang

ataupun diduga akan terjadi suatu peristiwa pidana, penyelidik wajib

% Lilik Mulyadi, Hukum Acara Pidana Normatif, Teoretis, Praktik, dan
Permasalahannya, (Bandung: PT Alumni ,2007), him.55.

16 pasal 5 KUHAP
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dan berwenang menerima pemberitahuan yang disertai dengan
permintaan oleh pihak yang berkepentingan untuk menindak pelaku

“tindak pidana aduan” yang telah merugikannya.
Mengenai laporan atau pengaduan yang didapat diterima:

1) Jika laporan pengaduan diajukan secara “tertulis” harus
ditandatangani oleh pelapor atau pengadu.

2) Jika laporan atau pengaduan dilakukan secar lisan harus dicatat
oleh penyelidik dan ditandatangani oleh pelapor/pengadu dan
peyelidik.

3) Jika pelapor atau pengadu tidak bisa menulis, hal ini harus harus
dicatat dalam laporan pengaduan (pasal 103).

. Mencari Keterangan dan Barang Bukti

Tujuan pelembagaan fungsi penyelidikan merupakan sebagai
langkah pertama atau sebagai bagian yang tak terpisah dari fungsi
penyidikan, guna mempersiapkan semaksimal mungkin fakta,
keterangan dan bahan bukti sebagai landasan hukum untuk memulai
penyidikan.apabila penyidikan tanpa persiapan yang memadai, bisa
terjadi penyidikan yang bertentangan dengan hukum atau terjadi

kekeliruan terhadap orang yang disidik.
. Menyuruh Berhenti Orang yang Dicurigai

Kewajiban dan wewenang ketiga yang diberikan pasal 5 kepada

penyelidik meyuruh orang yang dicurigai dan menanyakan serta
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memeriksa tanda pengenal diri. Wewenang ini wajar, sebab tidak
mungkin dapat melaksanakan akan kewajiban penyelidikan kalau tidak

diberi wewenang menyapa dan menayakan identitas seseorang.

Untuk melakukan tindakan menyuruh berhenti orang yang
dicurigai dan sekalian menanyakan identitas orang yang ditanyai, tidak

perlu surat perintah khusus atau dengan surat apapun, berdasar alasan:

1) Ketentuan pasal 4 menegaskan, setiap pejabat polisi Negara RI
adalah penyelidik
2) Kemudian makna bunyi pasal 4 semakin jelas dapat dipahami jika
dihubungkan dengan penjelasan pasal 4 ayat 1 yang menegaskan:
penyelidik adalah pejabat polisi Negara RI yang diberi wewenang
undang undang ini untuk melakukan penyelidikan. Dari bunyi
ketentuan ini, dapat diketahui bahwa KUHAP sendiri telah
memberi wewenang bagi pejabat polri untuk melakukan
penyelidikan.
b. Penyidikan
Sedangkan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik
dalam hal dan menurut cara-cara yang diatur dalam Undang-Undang
ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti dengan bukti itu
membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna
menemukan tersangka. Menurut Gerson Bawengan bahwa, tujuan
penyidikan adalah untuk. “Menunjuk siapa yang telah melakukan

kejahatan dan memberikan bukti-bukti mengenai kesalahan yang telah
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dilakukan. Untuk mencapai maksud tersebut, maka penyidik akan
menghimpun keterangan-keterangan dengan fakta-fakta atau peristiwa-
peristiwa tertentu.!” Wewenang polisi untuk menyidik meliputi pula
menentukan kebijaksanaan. Hal ini sangat sulit dilaksanakan karena
harus membuat suatu pertimbangan, tindakan apa yang akan diambil
pada saat yang singkat sewaktu menangani pertama kali suatu tindak
pidana disamping harus mengetahui hukum pidananya. Sebelum
penyidikan dimulai, penyidik harus dapat memperkirakan tindak
pidana apa yang telah terjadi.

Perundang-undangan pidana mana yang mengaturnya agar
penyidikan dapat fokus pada kejadian yang sesuai dengan perumusan
tindak pidana itu. Penyidikan tentunya diarahkan ada pembuktian yang
dapat mengakibatkan tersangka dapat dituntut dan dihukum. Akan
tetapi tidak jarang terjadi dalam proses peradilan pidana, penyidikan
telah dilakukan berakhir dengan pembebasan terdakwa.

Penyidik dituntut pula agar menguasai secara jelas mengenai
hukum dan ilmu bantu lainnya dalam Hukum Acara Pidana untuk
memperbaiki tekhnik pemeriksaan dengan tujuan meningkatkan
keterampilan dan disiplin hukum demi penerapan Hak Asasi Manusia.

Menurut Andi Hamzah, bahwa dalam melaksanakan tugasnya,
penyidik harus memiliki pengetahuan yang mendukung Kkarena

Pelaksanaan penyidikan bertujuan memperoleh kebenaran yang

" Gerson Bawengan, Penyidikan Perkara Pidana.Pradnya Paramita,(Jakarta:1977),him



17

lengkap. Untuk mencapai tujuan tersebut, perlu penguasaan beberapa
pengetahuan tambahan disamping pengetahuan tentang hukum pidana
dan hukum acara pidana. llmu-ilmu yang dapat membantu dalam
menemukan kebenaran material, antara lain: logika psikologi,
kriminalistik, psikiatri, dan krminologi. *®
2 Pasal 27 Undang- Undang Sistem Peradilan Anak
Sistem Peradilan Pidana Anak adalah Kkeseluruhan proses
penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap
penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani
pidana.’® Proses tersebut bertjuan untuk mengatur prinsip perlindungan
hukum terhadap anak untuk memberikan perlindungan khusus terhadap
anak yang berhadapan dengan hukum. Bentuk perlindungan tersebut
merupakan keadilan dan kepentingan terbaik bagi anak. Dalam proses
penyelidikan dan penyidikan ,tentu anak yang menjadi korban pelecehan
seksual harus mendapatkan perlakuan khusus, Sebab sangat besar
dampak kekerasan seksual terhadap penurunan kualitas kesehatan dan
perkembangan mental anak yang dapat mengancam masa depan anak dan
masa depan generasi bangsa.
Bentuk perlindungan tersebut telah diatur didalam pasal 27

Undang — Undang No.11 Tahun 2012 yaitu:

8 Andi Hamzah, Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, (Jakarta: Ghalia Indonesia,
1983), him. 20.

9 pasal 1 Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
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a) Dalam melakukan penyidikan terhadap anak, penyidik wajib
meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan
setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan.

b) Dalam dianggap perlu penyidik dapat meminta pertimbangan atau
saran dari ahli pendidikan, psikolog, tokoh agama, pekerja sosial
professional, atau kesejahteraan sosial dan tenaga ahli lainnya.

c) Dalam hal melakukan pemeriksaan terhadap anak dan anak saksi,
penyidik wajib meminta laporan sosial dari pekerja professional atau
tenaga kesejahteraan sosial setelah tindak pidana dilaporkan atau
diadukan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan.
Dalam hal ini, penyusun melakukan penelitian dengan cara turun
langsung ke lapangan untuk mencari data dan informasi yang

dibutuhkan.
2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan Yuridis Empiris, yaitu
penelitian melalui pendekatan undang-undang dan menelaah hukum yang

ada permasalahan didalam prakteknya.

Fokus kajian penyusun adalah terkait dengan isu-isu hukum yang

berkembang dalam masyarakat , mengkaji penerapan-penerapan hukum
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dalam masyarakat, mengkaji pendapat para ahli-ahli hukum yang
berkaitan dan analisis kasus dalam dokumen-dokumen untuk
memperjelas hasil penelitian, kemudian ditinjau aspek praktis dan aspek

akademis keilmuan hukumnya dalam penelitian hukum.

. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitiannya di Polresta Yogyakarta. sedangkan Objek
penelitiannya adalah pelaksanaan proses penyelidikan dan penyidikan

pedofilia.

. Sumber Data

Bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, meliputi:

a. Data Primer

Adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan penyidik

anak di Polresta Yogyakarta.
b. Data Sekunder

Adalah data yang secara tidak langsung memberikan keterangan
yang bersifat mendukung sumber dari primer data tersebut

digolongkan menjadi:

1) Bahan hukum primer yaitu bahan- bahan yang berhubungan erat
dengan permasalahan yang diteliti dan sifatnya mengikat, terdiri
dari:

a. KUHP dan KUHAP
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b. Undang — Undang No 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan

Anak

¢. Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara
Republik Indonesia.
d. Undang-Undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
e. Undang- Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan
Pidana Anak
2) Bahan hukum sekunder yaitu, bahan hukum yang berkaitan
dengan penjelasan bahan hukum primer, terdiri dari:

a.  Buku-buku yang berkaitan dengan hukum pidana, hukum
acara pidana, hukum pidana anak, serta buku yang
membahas tentang pedofilia.

b. Dokumen- Dokumen yang berkaitan dengan pelecehan
seksual terhadap anak.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang yang
mencakup bahan yang memberi petunjuk-petunjuk dan penjelasan
terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder seperti
kamus umum, kamus hukum, majalah, serta bahan-bahan diluar
bidang hukum vyang relevan dan dapat digunakan untuk

melengkapi data yang diperlukan dalam penelitian skripsi ini.?

2 Ipid., him. 58.
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5. Tehnik Pengumpulan Data

a. Interview atau wawancara
yaitu suatu metode pengumpulan data dengan tanya jawab sepihak
yang dikerjakan secara sistematis dan berdasarkan hasil pada tujuan
penelitian, atau sebuah dialog yang dilakukan pewancara untuk
memperoleh informasi dari narasumber.?* Komunikasi ini dilakukan
dengan Dian Sugiandari penyidik pembantu anak di Polresta
Yogyakarta.

b. Studi Kepustakaan
yaitu dengan cara mengkaji literatur, hasil penelitian hukum, dan
jurnal yang berhubungan dengan permasalahan penelitian ini.

c. Studi Dokumentasi
yaitu dengan mengkaji berbagai dokumentasi resmi institusional
yang berupa peraturan perundang-undangan, dan lain-lain yang
berhubungan dengan permasalahan penelitian ini.

6. Analisis Data

Data yang diperoleh akan disusun secara sistematis melalui
pendekatan secara yuridis normatif, kemudian dilakukan analisa secara
mendalam terkait obyek penelitian baik data yang telah diperoleh dari
hasil studi dokumentasi dan bahan hukum primer, sekunder, dan

kemudian dilanjutkan dengan kesimpulan.

1 Joko Subagyo, Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek, (Jakarta: Remaja Rosda
Karya,1993),hIm. 7.
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G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam bentuk sripsi ini penyusun susun
dalam lima bab sehingga merupakan rangkaian pemikiran yang saling
mengikat. Adapun isi Bab | sampai Bab V vyaitu :

Bab |, berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah,
tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori, telaah pustaka, metode
penelitian dan sistematika penelitian.

Bab Il, berisi gambaran umum mengenai pengertian kejahatan
pedofilia, ruang lingkup serta dampak-dampak terhadap korban pedofilia.

Bab 11, berisi tentang Proses Penyelidikan dan Penyidikan pedofilia
dan sanksi terhadap pelaku kejahatan pedofilia sesuai dengan undang

undang.

Bab IV, berisi tentang gambaran umum polresta, penyajian data dan
pembahasan hasil penelitian yang sekaligus menjawab permasalahan yang
melatar belakangi penelitian ini diadakan yaitu tentang “ Studi Tentang

Proses Penyidikan Kasus Pedofilia di Yogyakarta.

Bab V, berisi tentang kesimpulan yang merupakan inti dari
penelitian serta saran-saran sebagai masukan bagi semua pihak yang terkait

dengan proses penelitian.



BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Setelah penyusun meneliti serta membahas permasalahan sesuai
dengan data dan analisa, maka Penyusun mengambil kesimpulan bahwa
proses penyelidikan dan penyidikan kasus pedofilia di Yogyakarata adalah
sebagai berikut :

1 Proses penyidikan kasus pedofilia di Polresta Yogyakarta tunduk pada
aturan-aturan hukum yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum
Acara Pidana (KUHAP). Adapun mekanisme Proses penyidikan kasus
pedofilia di Yogyakarta menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1981
adalah sebagai berikut:

a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya
tindak pidana

b. Melakukan tindakan pertama pada saat tempat kejadian

c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda
pengenal diri tersangka

d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan
penyitaan

e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat

f.  Mengambil sidik jari dan memotret seseorang

g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka

atau saksi

84
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h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dan
pemeriksaan perkara
i. Mengadakan penghentia penyidikan
J. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung
jawab
2 Faktor penghambat penyidik dalam melakukan penyelidikan adalah
sebagai berikut:
a. Saksi
Karena memang peran saksi sangat membantu untuk melakukan
penyidikan itu sendiri. Sebab tidak mungkin anak yang masih dibawah
umur mampu memberikan keterangan dihadapan polisi dengan sendiri.
Serta ketika pelaku melakukan aksinya terhadap korban hanya dilakukan
berdua, oleh karena itu sangat diperlukan saksi untuk membantu proses
penyidikan tersebut.
b. Keterangan Korban
Ketika dilakukan wawancara atau penyidikan di kantor polisi, saksi
korban menjelaskan secara detail terhadap pihak penyidik, akan tetapi
ketika didalam suatu pengadilan saksi korban tidak menjelaskan seperti
yang dilakukannya di kepolosian. Sedikit agak plin plan ketika
ditanayakan didalam  persidangan, sehingga meyulitkan hakim
memutuskan dalam persidangan.Proses penyidikan terhadap keterangan
anak (korban) sangat sulit. Kendala yang ditemukan adalah sulitnya

meminta informasi kejadian , ada kemungkinan korban telah mengalami
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gangguan psikis atau trauma atas kejadian tesebut. Karena itu penyidik
ketika ingin meminta keterangan terhadap Korban harus sabar dan selalu
tampak ceria dihadapan korban agar korban merasa nyaman. Dan tempat
melakukan keterangan terhadap korban biasanya lebih sering di tempat

bermain anak- anak seperti: gembira loka, mall, timezone dan lain-lain.

. Visum

Visum merupakan pemeriksaan medis untuk menentukan apakah
terjadi peristiwa pidana terhadap anak. Proses visum ini membutuhkan
waktu yang lama untuk membuktikan anak tersebut mengalami kekerasan
seksual. sehingga ketika melakukan proses penyidikan butuh proses yang
panjang yang berakibat proses penyidikannya tidak terlaksana dengan baik

oleh pihak penyidik.

. Surat dari Psikiater

Seseorang dapat dikatakan menderita pedofilia harus didukung
dengan surat keterangan dari psikiater dan kemudian diserahkan kepada
pihak penyidik. Pernyataan dari psikiater ini membutuhkan waktu yang
cukup lama serta tidak adanya anggaran khusus dari pemerintah sehingga
para pihak penyidik menggunakan dana pribadi dan hal ini menjadi
penghambat bagi penyidik yang berakibat proses penyidikan tidak berjalan

dengan baik.
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B. SARAN
Dari penelitian yang dilakukan, yaitu dengan judul Tinjauan Yuridis
tentang Proses Penyidikan dan Penyelidikan kasus Pedofilia ( Studi Kasus

Polresta Yogyakarta) maka saran yang dapat diberikan penulis untuk

berjalannya proses penyidikan pedofilia dengan baik yaitu:

1. Agar pemerintah menambah anggaran terhadap penyidik anak untuk
menunjang kemampuan dan merperlancar proses penyidikan. karena
dalam kasus pedofilia di Yogyakarta ,penyidik banyak yang mengelu
karena dalam melakukan tugasnya harus menggunakan dana pribadi yang
cukup banyak untuk menjalankan tugasnya . akibatnya banyak penyidik
yang mangkal tidak melakukan tugasnya. Itu semua tugas dari Negara
untuk mengakomodir segala keperluan yang dilakukan dalam melakukan
penyidikan anak khususnya pedofilia. Sehingga proses penyelidkan dan
penyidikan berjalan dengan lancar.

2. Pedofilia merupakan kekerasan seksual terhadap anak, yang
mengakibatkan gangguan mental yang berkepanjangan. Oleh sebab itu
faktor keluargalah yang sangat mempengaruhi anak harus memahami
kejahatan pedofilia sejak dini, yaitu dengan cara:

a) Private are private
Jelaskan ke anak bagian tubuh yang tertutup pakaian adalah
bagian yang sangat pribadi. Itu berarti tidak boleh seorangpun
boleh melihat dan atau menyentuh bagian tersebut

b) Always remember your body belongs to you
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Ingatkan kepada anak bahwa tubuhnya adalah miliknya,bukan
orang lain atau siapapun juga. Tidak ada yang seseorang yang
berhak untuk melakukan sesuatu pada tubuhnya.

Speak up, someone can help

Anak anak harus dimotifasi untuk merasa perlu berbicara tentang
rahasia-rahasia yang membuatnya khawatir. Katakana bahwa
menyampaikan rahasia tidak akan melukai orang lain atau
anggota keluarga yang mereka sayang. Jika ada sesuatu yang
membuat anak sedih dan khawatir, atau bahkan sakit dan terluka,
mereka harus menyampaikan kepada orang dewasa yang mereka
percayai. Selalu ingatkan bahwa setiap kali anak berada dalam
masalah, bukan salah mereka jika menyampaikannya kepada

orang yang mereka percayai.
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